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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan melihat penyelenggaraan pelayanan publik pada 

Masyarakat Batak yang terdampak dari masih kuatnya budaya lokal. Kegelisahan 

atas latar belakang penelitian dimulai dengan pemikiran bahwa pelayanan publik 

seharusnya diselenggarakan berbasis prinsip good governance dan birokrasi 

Weberian, nyatanya dijalankan secara diskriminatif akibat budaya Dalihan Na 

Tolu. Budaya Dalihan Na Tolu adalah budaya yang dianut masyarakat Batak. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus, 

peneliti memanfaatkan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Temuan 

menunjukkan bahwa secara dominan budaya ini berdampak pada 

penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dihadirkan berpotensi 

menghadirkan nilai ketidakadilan, ketimpangan kekuasaan dan ketidaksamaan 

perlakuan pada masyarakat. Di sisi yang lain, hal ini menjadi dilemma karena 

nilai-nilai budaya lokal perlu dipelihara dan dilestarikan sebagai prinsip dasar 

rekognisi pada masyarakat adat.  

 
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Dalihan Na Tolu, Masyarakat Batak  
 

ABSTRACT 
This study examines implementing public services in the Batak community, which 
is affected by the strong local culture. The anxiety over the background of the 
study began with the idea that public services should be implemented based on 
the principles of good governance and Weberian bureaucracy, but are 
implemented discriminatively due to the Dalihan Na Tolu culture. Dalihan Na 
Tolu culture is a culture adopted by the Batak community. Using qualitative 
research methods and a case study approach, researchers utilize literature studies 
as data collection techniques. The findings show that this culture predominantly 
impacts the implementation of public services. The public services presented have 
the potential to present values of injustice, inequality of power, and inequality of 
treatment in society. On the other hand, this is a dilemma because local cultural 
values must be maintained and preserved as a basic recognition principle in 
indigenous communities. 
 

Keywords: Public Services, Dalihan Na Tolu, Batak Society  
 

PENDAHULUAN  

https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat


Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 

Volume 11, Nomor 2, Mei 2025               ISSN: 2442-3777 (cetak) 

Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) 

Submitted 20 April 2025, Reviewed 01 Mei 2025, Publish 30 Mei 2025 (693-714) 

  

Halaman|694 

Diskriminasi dalam pelayanan 

publik yang kerap terjadi berpotensi 

menimbulkan konflik laten yang 

mengancam kohesi sosial serta harmoni 

kehidupan berbangsa dan bernegara 

(Abbas & Sadat, 2020; Apriliandra & 

Krisnani, 2021; Patria, 2018; Widanti, 

2022; Yosarie et al., 2019). Sebagai 

negara multikultural Indonesia 

memiliki keberagaman disegala bidang 

termasuk menjunjung tinggi dan 

mengakui keberadaan budaya 

masyarakat adat. Dalam hal ini posisi 

multikultural mengintegrasikan dan 

menjawab perbedaan melalui 

penghargaan serta rasa saling 

menghormati terhadap berbagai macam 

perbedaan seperti ras, sosial-ekonomi, 

gender, bahasa, budaya, jenis kelamin, 

dan ketunaan (Arasaratnam & Doerfel, 

2005; Kohl et al., 2012; Schalk‐Soekar 

& ..., 2008; Steinberg, 2017). 

Keanekaragaman budaya 

merupakan unsur penting dan signifikan 

di samping sebagai elemen pokok bagi 

jati diri suatu bangsa (Davidson, 1992; 

Raeff, 2020). Di era globalisasi  bahwa 

pelestarian warisan budaya merupakan 

hal yang sangat penting dalam konteks 

globalisasi, karena memastikan 

transmisi budaya dan tradisi, terlebih 

warisan kelestarian budaya takbenda 

(Chen and C.-C. Fu, 2015).  Namun apa 

jadinya ketika budaya yang berkembang 

dan diadopsi oleh masyarakat 

berdampak destruktif terhadap 

akuntabilitas seorang aparat birokrasi 

terutama sebagai garda terdepan dalam 

melakukan pelayanan publik. 

Pelayanan publik merupakan 

aspek penting dalam segala bidang 

(Reichheld & Schefter, 2000; Zeithaml 

et al., 1990; Zeithaml & Parasuraman, 

2004). Bahkan organisasi sektor publik 

dituntut untuk memberikan layanan 

yang berkualitas (Randall & Antoni, 

2011; Robinson, 2007). Terlebih dalam 

mendorong mutu pelayanan pemerintah 

senantiasa menjalin kolaborasi guna 

memenuhi kebutuhan warganya 

(Prastio & Indriyany, 2024; Widodo et 

al., 2024). Sebagaimana telah 

disebutkan pada UUD 1945 bahwa 

negara harus memenuhi hak-hak dasar 

setiap warganegaranya agar terciptanya 

kesejahteraan sosial, yang dalam hal ini 

pelayanan publik merupakan aspek 

utama dalam pemberian hak hak dasar 

setiap warganegara, ini mencakup 

persoalan terkait barang, jasa, maupun 

urusan administrasi (Denhardt & 

Denhardt, 2015). 

Khususnya di Indonesia sudah 

mengadopsi konsep good governance. 

Good governance berpengaruh positif 

terhadap kinerja dan mengurangi 

inefisiensi pengeluaran pemerintah 

(Wardhani et al., 2017). Pasalnya Good 

Governance dinilai sebagai landasan 

penting dalam membangun 

kesejahteraan masyarakat, menciptakan 

lingkungan yang adil, inklusif serta 

pembangunan yang berkelanjutan 

melalui prinsip prinsip transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, 

efektifitas dan efesiensi, serta keadilan 

(Putra, 2019). Pelayanan publik di 

Indonesia yang dinilai masih 

https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat
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paternalistik, bertele-tele, kurangnya 

transparansi, akuntabilitas, korupsi dan 

nepotisme berdampak rendahnya 

kepercayaan masyarakat terhadap 

aparat birokrasi (Anggraeni, 2016; 

Meier et al., 2019, 2019).  

Fokus penelitian ini menyoroti 

penerapan budaya Dalihan Na Tolu oleh 

Masyarakat Batak yang menimbulkan 

destruksi bagi penyelenggaraan 

pemerintahan. Aktualnya bahwa 

suburnya patologi yang terjadi dalam 

ruang lingkup aparat birokrat bersumber 

dari pengadopsian nilai budaya Dalihan 

Na Tolu dalam masyarakat Batak yang 

hingga saat ini masih dinilai 

kontroversial. Masyarakat Batak masih 

memegang teguh adat istiadat sebagai 

lambang kekuatan yang mencerminkan 

nilai-nilai yang dipegang teguh oleh 

masyarakat Batak. Hubungan 

kekerabatan tersebut mengajarkan 

solidaritas dan penghargaan kepada 

orang lain (Nasution & Harahap, 2023) 

Nilai budaya yang menjadi 

kebanggaan Masyarakat Toba yaitu 

Dalihan Na Tolu. Budaya ini terwujud 

dalam hubungan kekerabatan 

berdasarkan keturunan darah 

(genealogis) dan perkawinan yang 

turun-temurun. Dampaknya, Dalihan 

Na Tolu masih dijadikan sebagai tatanan 

hidup sekaligus sumber motivasi 

berperilaku. Masyarakat Batak Toba 

menginternalisasi nilai Dalihan Na Tolu 

sebagai satu sistem nilai budaya yang 

memberi pedoman bagi orientasi, 

persepsi, dan definisi terhadap 

kenyataan atau realitas (Harahap dan 

Siahaan, 1987).  

Masyarakat Batak menunjukkan 

tingkat kepatuhan dan ketaatan yang 

tinggi terhadap norma-norma sosial 

yang ditetapkan dalam struktur budaya 

Dalihan Na Tolu. Hal ini dipandang 

sebagai sebuah metode yang membantu 

mereka mencapai tujuan dalam 

kehidupan mereka. Nilai-nilai budaya 

ini tercermin dalam perspektif dan 

tujuan dalam hidup yang dapat 

dirangkai dalam tiga kata, yakni 

kekayaan (hamoraon), jumlah 

keturunan yang banyak (hagabeon), dan 

kehormatan (hasangapon) (Habeahan, 

Dkk, 2022).  Konsep ini dijelaskan 

melalui pepatah adat yang mengatakan 

bahwa jika seseorang ingin menjadi 

kaya, mereka harus bersikap persuasif 

terhadap pihak yang menjadi penerima 

isteri atau boru, jika ingin memiliki 

banyak keturunan, mereka harus 

berperilaku dengan penuh 

penghormatan terhadap kerabat yang 

memberikan isteri, dan jika ingin 

dihormati, mereka harus berhati-hati 

dalam berhubungan dengan kerabat 

semarga. Dalam konteks budaya 

Dalihan Na Tolu, perilaku saling 

tolong-menolong atau peduli terhadap 

kerabat dianggap sebagai suatu nilai 

yang tinggi, bahkan dianggap sebagai 

perbuatan mulia dan luhur bagi orang 

Batak (PASARIBU, 2023). 

Selaras dengan konteks di atas, 

mengadopsi teori yang dikembangkan 

oleh Max Weber bahwa kekuasaan 

merupakan kemampuan untuk 
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mengikuti kehendak sendiri bahkan 

ketika ada penentangan dari pihak lain 

(Webber, 1921). Namun bagaimana jika 

konsep ini dipadukan dengan ajaran 

adat yang mewajibkan masyarakat 

dengan suku yang sama untuk 

memberikan prioritas kepada sesama 

suku dan sesama marga dan bagaimana 

kita dapat mengamati dengan fakta 

empiris apakah prinsip ini benar-benar 

diterapkan sesuai dengan keinginan atau 

tidak. Dalam formulasi Dahl, 

batasannya tajam meskipun cakupannya 

terbatas, bahwa setiap bentuk hubungan 

kekuasaan harus memenuhi dua syarat. 

Pertama, tindakan tersebut dilakukan 

baik oleh pihak yang memengaruhi 

maupun yang terpengaruh. Kedua, 

terdapat interaksi dan komunikasi 

antara keduanya, baik secara langsung 

maupun tidak (Agustino, 2020a). 

Artinya kekuasaan dalam konteks 

doktrin adat dalam politik merujuk pada 

kemampuan untuk memanfaatkan 

berbagai sumber pengaruh guna 

memengaruhi keputusan politik, 

sehingga keputusan tersebut dapat 

menguntungkan masyarakat mereka 

untuk menjaga dan memajukan nilai-

nilai adat dan budaya. 

Faktanya masyarakat Batak, 

yang merupakan salah satu kelompok 

etnis terbesar di Indonesia memiliki 

tradisi yang sangat menghormati adat 

dalam proses pengambilan Keputusan 

(Malau, 2022). Kondisi tersebut 

berdampak signifikan pada kualitas 

pelayanan publik, mengingat pelayanan 

yang diberikan memiliki pengaruh 

dalam kesejahteraan rakyat yang telah 

disebutkan dalam Undang Undang 

Dasar 1945. Namun, di sisi lain bahwa 

negara Indonesia juga memiliki 

kewajiban untuk memerhatikan dan 

melindungi hak-hak masyarakat adat 

termasuk Masyarakat Hukum Adat 

(MHA) (Pasapan et al., 2022),meskipun 

hal ini terkadang dapat dianggap 

berpotensi bertentangan dengan prinsip-

prinsip Pancasila sebagai ideologi 

negara yang sekaligus prinsip Good 

Governance yang selama ini dielu-

elukan dinilai prakteknya masih belum 

maksimal. Berimplikasi dengan itu, 

bahwa realitas kehidupan masyarakat 

Batak menunjukkan prinsip dan 

komitmen yang sangat tinggi terhadap 

nilai-nilai budaya dalam budaya 

Dalihan Na Tolu (Abubakar et al., 

2017).  

Segala sistem nilai dan budaya 

Dalihan Na Tolu yang dipegang 

masyarakat Batak Toba diakui sebagai 

sesuatu yang suci dan tak ternilai. 

Mereka meyakini budaya ini memiliki 

nilai yang sakral dalam membangun 

hubungan sosial dalam kehidupan 

sehari-hari. Pemahaman ini tercermin 

dalam petuah adat yang mereka terima 

dari leluhur, seperti martagan sipiliton, 

maransimun so bolaon, dan adat ni ama 

dohot ompu tokka siuban. Nilai-nilai 

yang ada dalam petuah adat ini 

menegaskan pentingnya ketaatan 

kepada tradisi yang sudah diwarisi oleh 

leluhur mereka dan bahkan menegaskan 

bahwa aturan-aturan adat yang ada tidak 

dapat diubah (Armawi, 2008). Hal ini 

https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat
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dinilai penting dalam konteks 

penyelenggaraan pelayanan publik di 

indonesia, yang dimana seharusnya 

prinsip good governance yang 

akuntabel, transparan, efektif dan 

lainnya dapat memberikan dampak 

yang tepat sasaran, terlebih lagi good 

governance hadir atas ketidakpuasan 

dan ketidakpercayaan masyarakat 

terhadap pemerintahan, maka sasaran 

pengimplementasiannya paling cocok 

di terapkan pada aspek penyelenggaraan 

pelayanan public (Suparno, 2022).  

Tujuan riset ini menyoroti 

penggunaan Budaya Dalihan Na Tolu 

dalam Masyarakat Batak terhadap 

Pelayanan Publik. Aktualnya 

masyarakat Batak cenderung 

mengidentifikasi diri mereka dengan 

nilai-nilai yang berkembang dalam 

budaya mereka, yang memiliki potensi 

untuk menciptakan ketidakseimbangan 

kekuasaan yang dapat mengancam 

netralitas dan keadilan mereka sebagai 

aparat birokrasi. Namun, hal ini menjadi 

semakin kompleks pasalnya negara 

memiliki kewajiban untuk 

mengintegrasikan dan melindungi hak-

hak serta budata Masyarakat asli. 

State of the art  dalam peneltiian 

ini menunjukan adanya topik baru 

berupa degradasi pelayanan publik 

akibat budaya Budaya Dalihan Na Tolu 

dalam Masyarakat Batak, yang mana 

belum banyak diteliti. Penelitin ini 

memiliki gap research dengan 

penelitan-penelitian sebelumnya seperti 

Budaya Dalihan Na Tolu yang berfokus 

pada karakter masyarakat (Hasibuan, 

2020; Hasugian et al., 2023; Lubis & 

Joebagio, 2019; Napitupulu et al., 

2024). Terdapat juga penelitian Dalihan 

Na Tolu yang berfokus pada bidang 

hukum (BATU, n.d.; E. N. Butarbutar, 

2019; A. S. Harahap & Siregar, 2020; 

Lengkong et al., 2023; A. Nababan, 

2024; Nainggolan & Pura, 2020; 

Nasution & Harahap, 2023, 2024; 

Sadat, n.d.; Sari et al., 2022; Sibuea, 

2010; Simbolon & Rusmawati, 2017; T. 

Siregar, 2009; Sormin, 2023). Di 

samping itu terdapat juga penelitian 

Dalihan Na Tolu yang berfokus pada 

kepemimpinan (S. Harahap, 2006; 

Rangkuti, 2021; Sialaban & Pasaribu, 

2020; Sijabat et al., 2021; SILITONGA, 

2019; R. N. Siregar, 2019; Situmorang 

et al., 2022; Tolu, n.d.). 

Untuk memperkuat state of the 

art tersebut, penulis melakukan 

penelusuran menggunakan tools publish 

or perish terhadap 1000 literatur selama 

2020-2025 melalui crossref. Keyword 

yang digunakan adalah ‘local wisdom’ 

dan public services. Hasil mining data 

ini kemudian divisualisasikan 

menggunakan vosviewer sehingga 

didapat seperti gambar berikut: 
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Gambar 1.1 

Visualisasi Litelatatur 

Sumber: olahan peneliti, 2025. 

Gambar 1.2  

Visualisasi State Of The Art Riset 

Sumber: olahan peneliti, 2025. 

 

Gambar tersebut menunjukkan adanya 

gap research terkait pelayanan publik 

dan kearifan local. Publikasi yang telah 

dikeluarkan terkait dengan public 

services tidak memiliki link langsung 

terhadap local wisdom. Hal ini 

menunjukkan bahwa kajian terkait 

pelayanan publik memang banyak 

berfokus pada bagaimana pelayanan 

publik yang berkualitas dilakukan oleh 

pemerintah kepada masyarakat. Dalam 

praktiknya, pelayanan publik juga 

dilakukan dengan mengadopsi nilai 

nilai birokrasi Weberian yang tidak 

membeda-bedakan masyarakat. semua 

diperlakukan sama sebagai warga 

negara. Padahal, riset ini justru 

menunjukkan hal sebaliknya bahwa 

local wisdom pada Masyarakat Batak 

berupa Dalihan Na Tolu memainkan 

peran signifikan dalam pelayanan 

publik. Meskipun tidak memberikan 

dampak positif, riset ini memberikan 

gambaran bahwa dalam beberapa 

struktur masyarakat dengan nilai 

budaya yang kuat, nilai kearifan lokal 

perlu untuk menjadi perhatian 

pemerintah agar pelayanan publik yang 

diberikan tetap memenuhi nilai-nilai 

good governance. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Terdapat banyak ahli yang 

mengemukakan terkait dengan konsep 

kekuasaan (Bierstedt, 1950; Cohen, 

n.d.; Dahl, 2007; Foucault, 1982). Riset 

ini menggunakan model kekuasaan max 

weber yang tepat digunakan untuk 

melihat bagaimana budaya dapat 

mempengaruhi struktur birokrasi 

formal. Model teori kekuasaan Max 

Weber menjelaskan kekuasaan sebagai 

kemampuan seseorang atau kelompok 

untuk mewujudkan kehendak mereka 

dalam suatu hubungan sosial, bahkan 

melawan perlawanan. Pemikiran serupa 

dilontarkan juga oleh Harold D. Laswell 

bahwa kekuasaan merupakan sebuah 

hubungan yang dimana salah satu dari 

mereka menjadi kelompok dominan 

yang dapat membawa kelompok lain ke 
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arah yang mereka inginkan (Budiarjo, 

2012). Merujuk itu penulis berpendapat 

bahwa dalam hal ini tidak selamanya 

kekuasaan dimaknai sebagai sebuah 

konsep yang dipertentangkan karna 

tidak tercapainya sebuah konsensus 

karena kenyataannya, Dalihan Na Tolu 

adalah sebuah konsep yang hadir 

melalui sebuah konsensus dan budaya 

adat yang mereka secara sukarela untuk 

mengadopsi nilai budaya tersebut. 

Namun yang perlu ditekankan adalah 

urgensi nilai adat yang dirasa harus di 

filter keberadaanya sehingga Indonesia 

dapat mencapai titik tertinggi SDM 

yang bermutu. Maka dalam hal ini perlu 

ditekankannya sebuah konsep keadilan 

sebagai salah satu dari ke lima sila 

dalam Pancasila sebagai ideologi 

negara. 

Keadilan secara esensial adalah 

tentang memberikan hak yang pantas 

kepada individu berdasarkan kontribusi 

dan prestasi mereka. Ini melibatkan 

konsep kebebasan, kemakmuran, 

pendapatan, dan peluang kekuasaan. 

Teori keadilan berdasarkan pandangan 

Aristoteles, yakni keadilan berkaitan 

dengan kesetaraan proporsional, 

memberi sesuai dengan hak dan prestasi 

masing-masing individu sesuai 

kemampuan mereka. Sementara itu, 

kesetaraan numerik menganggap semua 

orang sama di depan hukum, 

menekankan bahwa semua individu 

merupakan bagian dari kesatuan yang 

sama (Agustino, 2020b). Dalam konteks 

ini, semua orang memiliki hak yang 

sama tanpa memandang status atau 

prestasi. Kedua konsep ini berusaha 

mencapai keseimbangan antara 

pengakuan atas perbedaan individu dan 

kebutuhan untuk memperlakukan 

semua orang dengan standar yang sama. 

Politik identitas merupakan 

aspek yang tidak terpisahkan dari 

demokrasi, seperti diungkapkan oleh 

Castells. Pembentukan aliansi politik 

berdasarkan identitas bersama, nilai, 

atau latar belakang, adalah konsekuensi 

alami dalam sistem demokrasi yang 

menjamin kebebasan (Castells, 2010). 

Stuart Hall menekankan bahwa semua 

politik pada dasarnya adalah politik 

identitas (Hall, 1992). Menurut 

Ambardi, politik identitas adalah 

konstruksi yang menentukan 

kepentingan subjek dalam komunitas 

politik, dengan fokus pada 

pengorganisasian identitas sebagai 

sumber politik (Ambardi, 2011). Laclau 

dan Moufe menjelaskan bahwa politik 

identitas berfokus pada perbedaan atau 

persamaan logika, sering kali terkait 

dengan sub-kelompok dan melibatkan 

aktivisme berdasarkan ras, gender, 

etnisitas, dan identitas politik lainnya 

(Dauly et al., 2019). Dari perspektif ini, 

politik identitas dapat dilihat sebagai 

sarana penting untuk mewakili dan 

memperjuangkan kepentingan 

kelompok tertentu dalam demokrasi. 

METODE 
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Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Pendekatan 

studi kasus digunakan untuk melihat 

kasus pelayanan publik yang dilakukan 

pada masyarakat Batak terpengaruhi 

oleh budaya Dalihan na Tolu. Dalam 

melakukan pengumpulan data, penulis 

menggunakan studi literatur dengan 

melacak, mengumpulkan, menganalisis 

dan mensintesis informasi dari berbagai 

macam literatur untuk menelusuri jejak 

pelayanan publik oleh pemerintah baik 

secara umum maupun secara khusus 

yang terjadi di Batak. Penelitian ini 

melibatkan pengumpulan data sekunder 

dari berbagai literatur ilmiah, termasuk 

buku, jurnal, artikel, dan dokumen 

resmi terkait. Data yang dikumpulkan 

akan dianalisis untuk mengidentifikasi 

tema-tema utama dan pola-pola yang 

muncul terkait dengan diskriminasi 

dalam pelayanan publik dan pengaruh 

budaya Dalihan Na Tolu. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Budaya Dalihan Na Tolu, Mandok 

Hata, dan  Konsep Marga Pada 

Suku Batak Toba 

Batak Toba adalah salah satu 

dari enam subetnis Batak yang meliputi 

Karo, Simalungun, Angkola, 

Mandailing, Pakpak Dairi, dan Nias, 

merupakan subjek yang menarik untuk 

diteliti.  Uniknya dalam masyarakat adat 

Batak terdapat istilah marga yang 

merupakan fondasi organisasi 

kekeluargaan dan kekerabatan. Marga 

mengacu pada kelompok individu yang 

berasal dari leluhur laki-laki yang sama, 

mengikuti garis keturunan patrilineal 

(Siahaan, 2016). 

Keberadaan marga menandakan 

bahwa individu yang menggunakannya 

memiliki keturunan bersama, yang 

seringkali mengakibatkan adanya 

larangan pernikahan antara pria dan 

wanita dari marga yang sama. Ikatan ini, 

dikenal sebagai dongan 

sabutuha atau dongan tubu, 

berpengaruh besar dalam aspek 

kehidupan masyarakat Batak Toba, 

termasuk warisan, pernikahan, 

kepemilikan tanah, dan pemukiman. 

Selain itu, kekerabatan ini juga 

melahirkan hubungan antara hula-hula 

dan boru. Ketiga ikatan kekeluargaan 

ini saling terkait dalam konsep “Dalihan 

Na Tolu,” yang mengatur hubungan 

kekerabatan dan perkawinan. Prinsip ini 

juga mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan sosial dan kebahagiaan 

masyarakat Batak Toba, dengan 

menekankan nilai musyawarah dan 

keadilan dalam penyelesaian 

konflik (… et al., 2017). 

Marga merupakan satu hal yang 

masuk kedalam 3 aspek dari Dalihan Na 

Tolu. Dalihan Na Tolu, yang sering 

disebut sebagai 'tungku nan tiga' dalam 

budaya Batak Toba, memiliki makna 

dan interpretasi yang berbeda dari 

konsep budaya lain di Sumatera. 

Konsep ini berperan penting dalam 

mengarahkan dan mengendalikan 

perilaku serta tindakan masyarakat 

Batak Toba. Dalihan Na Tolu 

merupakan sistem budaya yang 
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menentukan norma dan motivasi dalam 

perilaku sehari-hari mereka. 

Masyarakat Batak Toba memandang 

Dalihan Na Tolu sebagai panduan nilai 

budaya yang esensial, membimbing 

orientasi, persepsi, dan pemahaman 

mereka terhadap realitas (B. H. Harahap 

& Siahaan, 1987). Namun, konsep ini 

berpotensi bertentangan dengan 

ideologi Pancasila dan Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia, khususnya 

dalam konteks keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia dan kesetaraan 

di hadapan hukum. Penerapan Dalihan 

Na Tolu yang terlalu kaku dapat 

membatasi interaksi sosial di luar 

kelompok etnis dan mendorong 

diskriminasi berdasarkan latar belakang 

etnis atau marga, yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip demokrasi dan 

keberagaman yang dijunjung tinggi oleh 

negara. 

Pasalnya orang Batak Toba 

secara umum memiliki komitmen yang 

tinggi terhadap nilai-nilai budaya 

Dalihan Na Tolu, suatu warisan leluhur 

yang dijunjung tinggi. Mereka 

mematuhi aturan adat yang diturunkan 

secara turun-temurun dengan 

kepercayaan bahwa budaya ini memiliki 

nilai sakral dalam membentuk 

hubungan sosial. Petuah adat yang 

mereka terima dari leluhur, 

seperti martagansipiliton dan maransi

mun so bolaon, menegaskan pentingnya 

ketaatan dan kepatuhan terhadap tradisi 

warisan leluhur. Nilai-nilai ini dianggap 

tidak dapat diubah, menunjukkan 

kedalaman dan kesucian budaya 

mereka (A. A. Sihombing, 2018). 

Ketaatan masyarakat Batak Toba 

terhadap nilai-nilai budaya Dalihan Na 

Tolu mencerminkan penghargaan yang 

mendalam terhadap warisan dan tradisi. 

Namun, pendekatan yang kaku terhadap 

tradisi ini bisa menimbulkan tantangan, 

terutama dalam konteks modernisasi 

dan integrasi budaya. Meskipun penting 

untuk memelihara identitas budaya, 

kemungkinan konflik muncul ketika 

adat dan tradisi bertentangan dengan 

prinsip-prinsip modern seperti 

kesetaraan gender dan hak asasi 

manusia (Z. Siagian & Silitonga, 2023; 

Sinaga, 2015; Sitanggang, 2021). Oleh 

karena itu, adaptasi dan reinterpretasi 

nilai-nilai budaya dalam konteks 

kontemporer mungkin diperlukan untuk 

memastikan bahwa tradisi berlangsung 

sambil tetap relevan dan menghormati 

prinsip-prinsip universal. 

Adapun tradisi "Mandok Hata" 

yang merupakan warisan leluhur Batak 

yang berperan penting dalam mengasah 

kemampuan berbicara publik mereka. 

Sejak usia muda, masyarakat Batak 

memperoleh "jambar," yang mengacu 

pada hak tertentu, termasuk "jambar 

hata" (hak berbicara). Ini menunjukkan 

pentingnya berbicara secara efektif 

dalam budaya mereka, serta adanya hak 

tertentu yang dijamin secara kultural. 

"Jambar" dalam konteks ini mencakup 

hak berbicara, hak atas uang, dan hak 

atas bagian daging dalam upacara adat. 

Budaya "Mandok Hata" dalam konteks 

Batak Toba, yang merupakan bagian 

dari Dalihan Na Tolu, berperan penting 
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dalam membentuk kemampuan 

komunikasi dan ekspresi politik di 

kalangan masyarakatnya. Tradisi ini 

menggarisbawahi pentingnya 

kemampuan berbicara dan 

menyampaikan pendapat yang hal 

tersebut merupakan aspek kunci dalam 

pembentukan kekuasaan dan pengaruh 

dalam masyarakat (A. Nababan, 2024). 

Realitas di lapangan bahwa 

praktik kekerabatan dapat mengarah 

pada dominasi kelompok tertentu dalam 

diskusi dan keputusan komunal. Hal 

tersebut mampu memperkuat struktur 

kekuasaan yang ada dan berpotensi 

mengabaikan suara minoritas atau 

kelompok yang kurang berpengaruh, 

karna budaya "Mandok Hata" di 

masyarakat Batak Toba, yang tertanam 

dalam budaya Dalihan Na Tolu, tidak 

hanya membentuk kemampuan 

berkomunikasi namun juga 

mencerminkan struktur kekuasaan 

dalam proses negosiasi marga. Dalihan 

Na Tolu, sebagai sistem budaya, 

memberikan kerangka bagi tata 

kelakuan dan tindakan masyarakat 

Batak Toba, namun juga berpotensi 

menciptakan ketimpangan kekuasaan. 

Proses negosiasi marga yang 

mengutamakan kesetaraan budaya dan 

kekerabatan bisa menimbulkan 

ketidakseimbangan dalam kekuasaan, 

terutama jika dibandingkan dengan 

prinsip-prinsip demokrasi modern yang 

lebih mengutamakan merit dan 

kesetaraan individu tanpa memandang 

asal-usul marga atau etnis (Muharrami, 

2021; K. R. Nababan, 2023). 

2. Problematika dalam Proses 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik serta Perlindungan 

Hukum Masyarakat adat 

 
 

Dalam konteks sosial dan 

politik, kekentalan budaya yang 

berlebihan ketika terjalin secara erat 

dengan politik, dapat menciptakan 

hambatan dalam pencapaian keadilan 

dan pengambilan keputusan yang 

subjektif. Budaya, dengan semua 

norma dan nilai yang kaya, memainkan 

peran penting dalam membentuk 

identitas dan perilaku masyarakat 

(Brata, 2016; Eb, 2023; Ilyas, 2023; 

Jaya, 2012; Surya, 2012). Namun, 

ketika nilai-nilai budaya ini 

mendominasi ranah publik, ada risiko 

bahwa keputusan dalam pelayanan 

publik akan lebih banyak dipengaruhi 

oleh norma budaya daripada prinsip 

keadilan yang universal. Akibatnya, ini 

bisa mengarah pada bias dan 

diskriminasi terhadap kelompok 

tertentu, khususnya mereka yang tidak 

sejalan dengan nilai budaya yang 

dominan  (Mursyidah & Choiriyah, 

2020; Sabir, 2022; SINURAT, 2023; 

Steviani, 2020; Yosarie et al., 2019). 

Selain itu, campuran antara budaya 

yang kental dan pelayanan publik 

sering kali membuat sulit untuk 

mencapai keputusan yang berorientasi 

pada pembaruan dan inovasi. 

Kebijakan dan keputusan cenderung 

terkungkung dalam kerangka 

tradisional, yang mengutamakan 

pemeliharaan status quo daripada 
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mengadopsi pendekatan baru yang 

mungkin lebih efektif dalam mengatasi 

masalah kontemporer. 

Dalihan Na Tolu, sebagai 

kearifan lokal Batak Toba, 

mengutamakan hubungan kekerabatan 

dalam menentukan partisipasi dalam 

aktivitas sosial (R. D. Butarbutar et al., 

2020; Firmando & Agama, 2021; D. 

Harahap, 2016; Melbourini, 2018; 

Suharto et al., 2022). Hal tersebut 

menekankan pada nilai emosional dan 

tradisional, karena kedekatan hubungan 

keluarga lebih dihargai daripada 

kemampuan pribadi. Sistem ini menilai 

seseorang berdasarkan kedekatan 

kekerabatan, kedudukan dalam struktur 

adat, dan perilaku yang diharapkan 

terkait dengan hubungan keluarga, 

menunjukkan preferensi terhadap 

anggota keluarga daripada orang lain, 

dan mengaitkan rezeki dengan 

perbuatan menolong kerabat (J. F. 

Sihombing & Silooy, n.d.). Sistem nilai 

Dalihan Na Tolu di masyarakat Batak 

Toba, yang menekankan pada hubungan 

kekerabatan dari pada merit individu, 

bisa menciptakan ketimpangan 

kekuasaan. Bahkan ketika aparat 

birokrasi yang mengadopsi nilai budaya 

ini akan cenderung pandang bulu dalam 

memberikan pelayanan, yang tentunya 

bertentangan dengan prinsip good 

governance yang seharusnya dijinjung 

tinggi dalam pelayanan publik. Dalam 

konteks ini, individu yang memiliki 

kedekatan kekerabatan atau status 

dalam struktur adat mendapat prioritas, 

yang memiliki kecenderungan 

berkonflik dengan prinsip keadilan 

sosial sebagaimana dirumuskan dalam 

Pancasila. 

Mandok hata, atau seni 

berbicara dalam konteks adat, 

merupakan elemen penting dalam 

menjaga keseimbangan dalam relasi 

antarmarga (Rahmi et al., 2025). Dalam 

proses negosiasi atau penyelesaian 

konflik, cara seseorang menyampaikan 

pendapat (mandok hata) sangat 

berpengaruh. Ini menjadi penting 

terutama dalam konteks negosiasi 

antara marga, di mana penyelesaian 

konflik dan keputusan penting sering 

kali memerlukan diplomasi yang halus 

dan penghormatan terhadap 

tradisi (Muharrami, 2021). Dalam 

masyarakat Batak, kemampuan 

berbicara (mandok hata) dihargai tinggi 

dan sering kali dikaitkan dengan otoritas 

dan kebijaksanaan. Individu yang mahir 

dalam hal tersebut cenderung memiliki 

pengaruh lebih besar dalam keputusan 

komunal. Ini menciptakan potensi 

ketimpangan, di mana mereka yang 

kurang mahir atau kurang percaya diri 

dalam berbicara mungkin merasa 

terpinggirkan atau kurang dihargai. 

Dalam konteks modernisasi dan 

globalisasi, praktik Mandok Hata bisa 

bertentangan dengan nilai-nilai 

demokrasi dan kesetaraan (K. R. 

Nababan, 2023; Stasiun, 2024). Di era 

yang menekankan transparansi dan 

partisipasi egaliter, praktik tradisional 

yang memprioritaskan keahlian 

berbicara tertentu mungkin 

memarginalkan suara-suara lain yang 
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kurang konform dengan norma-norma 

adat tersebut. Mandok hata juga terikat 

dengan struktur sosial dan gender dalam 

masyarakat Batak. Tradisionalnya, pria 

lebih dominan dalam praktik ini, yang 

bisa meningkatkan ketimpangan gender 

dalam proses pengambilan keputusan 

yang hal ini dinilai harus difilter 

sebelum di adopsi nilai budayanya, 

karena mengingat Indonesia sebagai 

negara yang berideologi Pancasila. 

Aktualnya dalam penerapan 

hukum adat, bahwa sebuah hukum 

harus memenuhi tiga unsur utama 

menurut Radbruch yakni kepastian 

hukum, kemanfaatan, dan keadilan 

(Radbruch, 2006). Dalam konteks 

hukum adat Batak Toba, termasuk 

sistem Dalihan Na Tolu, penting untuk 

mengarahkannya agar sesuai dengan 

ketiga prinsip ini. Sistem hukum adat 

Batak Toba, sebagai bagian dari hukum 

nasional, menyusun nilai-nilai untuk 

menjaga ketertiban sosial dan 

menyediakan solusi atas permasalahan 

masyarakat adat. Prinsip Dalihan Na 

Tolu, dengan nilai-nilainya, juga 

berperan dalam penyelesaian sengketa 

di dalam masyarakat tersebut. Meskipun 

dirasa Dalihan Na Tolu memiliki peran 

penting dalam menjaga ketertiban dan 

menyediakan solusi, ada potensi konflik 

antara kebiasaan adat dan tuntutan 

keadilan serta kepastian hukum yang 

lebih universal (Nasution & Harahap, 

2024; Panggabean, 2007; Z. Siagian & 

Silitonga, 2023; Sinaga, 2015; 

Sitanggang, 2021). Penerapan hukum 

adat harus senantiasa memperhatikan 

kebutuhan untuk mendukung keadilan 

sosial yang lebih luas dan harmonisasi 

dengan sistem hukum nasional (Rubi et 

al., 2024; Slamet, 2004; Sugitanata & 

Nisa, 2023); (Ariyani, 2024; Efrianto, 

2022; Ramadhan & Syahfrudin, 2023); 

(Ayu et al., 2024; Budoyo, 2014; 

Lauren, 2023). 

Di Tapanuli, Peraturan Daerah 

Nomor 10 tahun 1990 telah diresmikan, 

mendirikan Lembaga Adat Dalihan 

Natolu. Lembaga ini, yang dibentuk 

oleh Pemerintah Daerah, berfungsi 

sebagai forum musyawarah yang 

melibatkan penatua adat yang benar-

benar mengerti dan mendalami adat 

istiadat setempat. Lembaga ini bertugas 

untuk melakukan berbagai kegiatan 

dalam upaya menggali, menjaga, 

melestarikan, dan mengembangkan 

kebudayaan lokal, termasuk adat-

istiadat dan kesenian. Tujuannya untuk 

mendukung pembangunan dan 

memberikan saran konsultatif kepada 

pemerintah. Lembaga ini beroperasi di 

tingkat Desa/Kelurahan/Kecamatan dan 

Kabupaten, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 5 dan 7 Perda Nomor 10 Tahun 

1990. Anggota dan pengelola Lembaga 

Adat Dalihan Natolu adalah Penatua 

Adat yang memiliki pemahaman, 

penguasaan, dan penghayatan 

mendalam terhadap adat istiadat. Selain 

itu ditekankan kepada anggota dan 

pengurus juga diharuskan untuk setia 

dan taat kepada Pancasila, Undang-

Undang Dasar 1945, serta beriman 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(Butarbutar, 2019). 
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Fakta dilapangan menunjukan 

pengimplementasian Dalihan Na Tolu 

dalam konteks negosiasi antar marga di 

Batak memiliki risiko menciptakan 

ketimpangan kekuasaan dan 

ketidaknetralan dalam memberikan 

pelayanan publik. Hal ini terjadi karena 

Dalihan Na Tolu cenderung 

memberikan peran dan pengaruh lebih 

besar kepada individu yang saling 

semarga atau adanya aliran darah dari 

hubungan kekerabatan yang ada dalam 

Dalihan Na Tolu (R. D. Butarbutar et 

al., 2020; Firmando & Agama, 2021; 

Fitriani, 2018; Melbourini, 2018; C. T. 

R. Siagian, 2023; Simanungkalit, 2021). 

Akibatnya, suara dan kepentingan 

masyarakat non Batak tidak terwakili 

secara adil dalam proses pengambilan 

keputusan, selain itu hal ini menjadikan 

masyarakat semakin tertutup matanya 

akan hal yang seharusnya diapresiasi. 

Sebagai contoh nyata dalam proses 

pemilihan Kepala Daerah Sumatera 

Utara, masyarakat batak sebagai kaum 

mayoritas dengan penerapan Dalihan 

Na Tolu nya membuat mereka 

cenderung memilih yang se suku dan 

semarga dengan mereka. 

Melihat dari aspek yang lebih 

luas, budaya Dalihan Na Tolu 

dipandang sebagai budaya yang sakral 

dan penting bagi masyarakat Batak, dan 

hal ini dapat mempengaruhi berbagai 

aspek yang salah satunya adalah aspek 

birokrasi. Ketika budaya ini diterapkan 

dalam sistem birokrasi, bisa timbul 

kesulitan bagi individu dalam 

menjalankan aturan formal legal atau 

dalam memenuhi tuntutan adat. Karena 

pengaruh budaya Dalihan Na Tolu yang 

sangat kuat, seringkali dalam praktik 

birokrasi, tuntutan adat lebih dominan. 

Ini berpotensi menciptakan dilema bagi 

orang Batak Toba dalam birokrasi 

publik modern dan rasional, di mana 

mereka harus memilih antara disiplin 

dan aturan birokrasi dengan tuntutan 

moral adat dan genealogi. Belum lagi 

banyaknya terjadi 

perubahan yang membawa dampak 

pada cara pandang generasi muda 

terhadap tradisi, seringkali 

menimbulkan gesekan antara keinginan 

untuk modernisasi dan kebutuhan untuk 

melestarikan warisan budaya. Solusinya 

terletak pada dialog antargenerasi dan 

pendidikan yang memadukan 

penghormatan terhadap tradisi dengan 

pemahaman akan kebutuhan 

modern (Hendroyono, 2005). 

Ketika budaya Dalihan Na Tolu, 

dengan prinsip-prinsipnya mengenai 

hubungan sosial dan kewajiban moral 

diterapkan dalam lingkungan birokrasi, 

terciptalah sebuah lanskap yang unik 

dan terkadang bertentangan. Di satu sisi, 

birokrasi modern didasarkan pada 

aturan formal dan prosedur yang legal, 

sementara di sisi lain, tuntutan adat 

dalam budaya Dalihan Na Tolu 

seringkali lebih dominan. Ini 

menciptakan sebuah dilema bagi 

individu Batak yang bekerja dalam 

sistem birokrasi mereka dihadapkan 

pada pilihan sulit antara mengikuti 

aturan formal atau memenuhi tuntutan 

moral adat dan genealogi (Aritonang, 
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2006). Selain itu, pengaruh genealogi 

dalam budaya ini dapat mempengaruhi 

cara pengambilan keputusan dalam 

birokrasi. Keputusan mungkin tidak lagi 

berdasarkan pada merit atau 

pertimbangan subjektif, melainkan pada 

hubungan keluarga atau adat. Hal ini 

tidak hanya mengaburkan garis antara 

profesionalisme dan keterikatan pribadi, 

tetapi menimbulkan tantangan dalam 

implementasi kebijakan yang rasional, 

modern, dan inklusif, serta berkeadilan. 

Bagi orang Batak yang bekerja 

dalam birokrasi, dilema ini tidak hanya 

sebatas pada tingkat profesional, tetapi 

juga bersifat moral. Mereka harus 

menavigasi antara disiplin dan aturan 

birokrasi dengan tuntutan moral adat, 

yang seringkali tidak mudah untuk 

dijalankan secara bersamaan (Bangun, 

1970). Untuk mengatasi tantangan ini 

diperlukan pendekatan yang 

menghormati dan mengakomodasi 

kedua sistem nilai. Hal ini bisa 

mencakup pendidikan dan pelatihan 

bagi pejabat birokrasi tentang cara 

mengintegrasikan nilai-nilai adat 

dengan praktik birokrasi modern. 

Dialog antara pemimpin adat dan 

birokrasi juga penting untuk mencari 

titik temu antara aturan formal dan 

tuntutan adat. Kebijakan yang dibuat 

dengan fleksibilitas, yang 

memungkinkan ruang bagi nilai-nilai 

adat tanpa mengorbankan prinsip-

prinsip keadilan dan efisiensi birokrasi, 

juga dapat menjadi solusi. Dengan 

demikian, mencapai harmonisasi antara 

budaya Dalihan Na Tolu dan sistem 

birokrasi modern memerlukan 

pemahaman mendalam dan pendekatan 

bijaksana, agar keduanya dapat 

beroperasi secara harmonis tanpa 

mengorbankan integritas satu sama lain. 

Perlindungan hak masyarakat 

adat memang merupakan aspek penting 

dalam menjaga keberagaman budaya 

dan sejarah suatu bangsa. Namun, 

perlindungan ini tidak boleh berdiri 

secara absolut sehingga 

mengesampingkan peraturan hukum 

dan ideologi negara. Adat yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip 

dasar negara, seperti kesetaraan hak dan 

keadilan, harus direformasi. Ini 

memerlukan pendekatan yang inklusif 

dan berkeadilan, memastikan bahwa 

kebijakan-kebijakan yang diambil tidak 

hanya menguntungkan satu kelompok, 

namun juga mencerminkan kepentingan 

dan hak-hak seluruh masyarakat, 

termasuk masyarakat adat. Apalagi 

mengingat Indonesia masih berstatus 

sebagai negara berkembang, penulis 

mengkritik sikap sebagian masyarakat 

yang resisten terhadap perubahan adat 

yang dianggap kuno dan tidak lagi 

relevan dengan konsep negara modern. 

Maka perlu ada upaya untuk mendidik 

dan menyadarkan masyarakat bahwa 

tidak semua tradisi lama relevan dengan 

konteks saat ini. Budaya memang harus 

dilestarikan sebagai identitas nasional, 

tetapi aspek-aspek budaya yang 

dianggap tidak sesuai dengan nilai dan 

kebutuhan masa kini perlu disesuaikan. 

Menghormati dan melestarikan budaya 

tidak berarti mempertahankan nilai-nilai 

https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat


Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 

Volume 11, Nomor 2, Mei 2025               ISSN: 2442-3777 (cetak) 

Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat                                   ISSN: 2622-691X (online) 

Submitted 20 April 2025, Reviewed 01 Mei 2025, Publish 30 Mei 2025 (693-714) 

  

Halaman|707 

yang sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan zaman dan hak asasi 

manusia. 

Filterisasi sangat diperlukan, 

melalui proses "penyaringan budaya" 

yang bijaksana, di mana nilai-nilai adat 

yang positif dipertahankan, sedangkan 

yang tidak sesuai diadaptasi atau 

ditinggalkan. Selain itu, penulis 

menekankan pemerintah yang memiliki 

peran penting dalam menjembatani gap 

antara perlindungan adat dan kepatuhan 

terhadap hukum dan ideologi negara. 

Pemerintah idealnya mampu menatur 

secara tegas dalam mengatasi 

ketimpangan kekuasaan yang mungkin 

terjadi dalam negosiasi marga atau 

politik identitas. Perbeikan tersebut 

memerlukan pendekatan yang inklusif 

dan berkeadilan, memastikan bahwa 

kebijakan-kebijakan yang diambil tidak 

hanya menguntungkan satu kelompok, 

namun juga mencerminkan kepentingan 

dan hak-hak seluruh masyarakat, 

termasuk masyarakat adat. 

Penting untuk mengembangkan 

sistem yang memisahkan nilai-nilai 

budaya dari keputusan politik, dengan 

cara yang memastikan kebijakan lebih 

didasarkan pada keadilan dan 

objektivitas. Di samping itu, mendorong 

partisipasi dan pemberdayaan generasi 

muda dalam proses pengambilan 

keputusan adalah kunci untuk 

memastikan bahwa ide-ide inovatif 

mereka dapat diimplementasikan. 

Pendidikan dan kesadaran budaya yang 

meningkat juga penting, tidak hanya 

untuk menjaga keseimbangan antara 

melestarikan budaya dan menerima 

perubahan, tetapi juga untuk 

memastikan bahwa kebudayaan tidak 

menjadi penghambat bagi keadilan dan 

kemajuan masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Budaya Dalihan Na Tolu yang 

diadopsi oleh masyarakat suku Batak 

memainkan peran yang signifikan 

dalam proses penyelenggaraan 

pelayanan pemerintahan. Dominasi 

nilai adat tersebut dalam birokrasi 

cenderung membawa potensi 

ketidakadilan, ketimpangan kekuasaan, 

dan ketidaksamaan perlakuan kepada 

masyarakat non-Batak. Bahkan prinsip- 

prinsip yang terkandung dalam good 

governance dapat diabaikan dan 

menjadi formalitas semata karna 

mengutamakan hubungan kekerabatan 

yang kuat. Dilain sisi, hak masyarakat 

adat harus dilindungi dan bahkan 

budayanya harus dilestarikan, namun 

hal ini dirasa tidak sepadan jika kita 

mengorbankan nilai nilai dasar dalam 

Pancasila dan UUD 1945. Maka, untuk 

mengatasi hal tersebut penulis menilai 

perlu dilakukannya program 

peningkatan kualitas SDM agar 

pemahaman Dalihan Na Tolu dapat 

difilter penerapannya tanpa harus 

menghilangkan nilai adat dan 

mengorbankan nilai Pancasila 
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